12

BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian


Peranan komunikasi sangat melekat dalam kehidupan manusia. Hal tersebut dapat diasumsikan sebagai suatu proses penyampaian pesan untuk  mendapatkan, menyebarkan dan pertukaran pesan atau informasi antar individu. Proses penyebaran dan penerimaan informasi pun  merupakan bagian dari sosialisasi yang dilakukan oleh bagian Humas organisasi atau instansi.

Badan publik sebagai fungsi komunikator institusi tidak terlepas untuk mendapatkan sosialisasi, melakukan sosialisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugasnya. Dalam rangka meningkatkan kemampuan Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, sekaligus guna mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehadiran UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memberikan penegasan bahwa keterbukaan informasi publik bukan saja merupakan bagian dari hak asasi manusia secara universal, namun juga merupakan hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 28F UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi, menyebarkan, dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Di sisi lain, seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 28J, selain memiliki hak atas informasi publik, masyarakat memiliki kewajiban juga untuk mematuhi berbagai peraturan dan mekanisme dalam mendapatkan dan menggunakan informasi tersebut.


Keterbukaan dan akuntabilitas Badan Publik menjadi semakin penting untuk dilaksanakan dalam era globalisasi, karena sudah tidak ada lagi ruang dan sekat yang membatasi akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang seluasluasnya. Oleh karena itu, badan publik baik di tingkat pusat maupun di daerah sudah saatnya membuka diri untuk dapat mempublikasikan informasi terkait dengan perumusan kebijakan, program dan kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan. Demikian juga, informasi yang disampaikan masyarakat menjadi masukan bagi badan publik dalam proses perumusan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga tercipta komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. 


Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai badan publik di tingkat pusat mempunyai beban tugas, tanggung jawab dan rentang kendali dalam rangka koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam urusan pengelolaan pelayanan informasi, dokumentasi dan tugas-tugas kehumasan di seluruh pemerintahan daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota).


Tugas, fungsi dan peran Kemendagri tersebut diharapkan dapat mendorong badan publik pemerintah daerah untuk melaksanakan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Hal dimaksud sejalan dengan rencana aksi Open Government Indonesia (OGI), yang dikoordinasikan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) bahwa Kemendagri ditetapkan sebagai penanggung jawab untuk mendorong percepatan pembentukan dan operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah (PPID Pemda). Seperti kita ketahui bahwa Bapak Wakil Presiden RI pada tanggal 24 Januari 2012 telah mencanangkan OGI yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kesiapan Indonesia yang akan bertindak sebagai Lead Co-Chair pada pertemuan inisiatif multilateral OGI di London Inggris yang dimulai pada bulan September 2013.


Dalam rangka implementasi rencana aksi OGI, Kemendagri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan teknis UU KIP.


Dalam hal ini, penulis menempatkan humas sebagai subjek yang melakukan strategi untuk menyosialisasi Program Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kemendagri. Humas dan peranannya melakukan sosialisasi mengenai transparansi informasi kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dibagian Humas Kemendagri dengan judul : “Strategi Humas Puspen Kemendagri dalam menyosialisasikan Program Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)”
1.2 Fokus Penelitian


Fokus masalah penelitian ini adalah : Pelaksanaan Strategi Humas Puspen Kemendagri dalam menyosialisasikan Program Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
1.3 Pertanyaan Penelitian


Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut :

“Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Humas Puspen Kemendagri dalam mensosialisasikan Program Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ?“
1.4 Pembatasan Materi


Dalam penulisan skripsi ini, penulis perlu membatasi masalah yang akan diteliti. Hal ini bertujuan agar tidak ada peluang yang hamper tidak terbatas untuk meneliti. Ruang gerak penelitian dipersempit atau dengan kata lain dibatasi agar penelitian dalam suatu  masalah menjadi lebih fokus dan tidak membingungkan. 


Pembatasan masalah adalah “Usaha dalam menetapkan batasan dari penelitian yang akan diteliti, batsan masalah ini berguna untuk mengindentifikasikan  faktor mana saja yang termasuk yang tidak termasuk dalam ruang  lingkup permasalahan penelitian. 


(Usman, 2009:24)”

Lingkupan dan garis besar materi yang akan dibahas penulis dalam penelitian adalah kegiatan Kementrian Dalam Negeri yaitu strategi Humas Puspen Kemendagri dalam menyosialisasikan program Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).


Penulis mencoba memberikan batasan-batasan dengan menjelaskan definisi yang terdapat pada judul skripsi ini, agar pendekatan ini tidak mengalami kesimpang siuran serta menghindari  pembatasan yang terlalu luas dan tidak terarah.
1.
Pembatasan Istilah

a. Strategi



Menurut J.L Thompson (1995) mendefinisikan strategi sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir : Hasil akhir menyangkut tujuan dan sasaran organisasi.



Keberhasilan atau kegagalan dalam suatu kegiatan komunikasi secara efektif banyak ditentukan oleh strategi komunikasi secara efektif banyak ditentukan oleh strategi komunikasi. Strategi komunikasi dalam kegiatan sutau organisasi sangatlah penting, oleh akrena itu suatu organisasi harus memiliki sebuah strategi dengan tujuan mendapat hasil yang baik. Strategi pada hakikatnya adalah “Perencanaan (Planning) dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai penunjuk arah, melainkan harus mampu menunjukan bagaimana taktik operasionalnya. Strategi komunikasi antara berbagai tingkat dalam organisasi harus konsisten, sering kali terjadi keputusan dalam strategis yang dibuat pada tingkat-tingkat yang berbeda kurang di pahami. Oleh karena itu, pesan spesialis public relations adalah memastikan bahwa konsistensi diterapkan secara menyeluruh, yang oleh politisi Inggris “Peter Mendelson” disebut sebagai ‘one message’.
Penerapan menyeluruh ini tidak berarti umum atau sama, meskipun prepsi dari frase tersebut secara terus-menerus dibuat oleh jurnalis dan rival politiknya agar frase ‘one message’ memang berarti umum atau sama.
b. Hubungan Masyarakat (HUMAS)





Pengertian Humas menurut Frank Jefkins seorang praktisi Humas, yaitu “Humas adalah suatu rangkaian kegiatan yang terdiri dari semua bentuk komunikasi berencana (baik kedalam/internal maupun keluar/eksternal) antara organisasi dengan masyarakat, dengaqn maksud untuk mencapai tujuan-tujuan khusus mengenai pencapaian bersama (common understanding)”




Dalam penelitian ini cakupan Public Relations nya adalah menyosialisasikan Program Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID).
c. Sosialisasi


Sosialisasi diartikan sebagai sebuah proses seumur hidup bagaimana seorang individu mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang meliputi cara-cara hidup, nilai-nilai dan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima oleh masyarakatnya.


Menurut De Fleur dan Rokeach pengertian sosialisasi dapat dilihat sebagai suatu rangkaian pertukaran komunikasi yang kompleks, berjangka panjang dan multidimensional antara individu dengan berbagai agen masyarakat yang menghasilkan persiapan individu tersebut untuk hidup disuatu lingkungan sosiokultural. Sosialisasi dapat ditinjau dari dua sisi, secara sudut pandang individual sosialisasi dilengkapi masyarakat untuk berkomunikasi, berpikir, memecahkan masalah dengan menggunakan teknik yang diterima di masyarakat dan umumnya untuk membuat adaptasi setiap orang yang memang unik ke lingkungan personal masing-masing.

Secara sudut pandang masyarakat, sosialisasi membawa anggotanya ke komformitas yang memadai sehingga ketertiban sosial, keterdugaan dan kesinambungan dapat dipelihara. Dengan adanya kesamaan tertentu dalam pola perilaku masyarakat maka pola interaksi antar anggota masyarakat pun relative dapat diprediksi oleh pihak-pihak yang berinteraksi dan dengan demikian ada rujukan dalam berperilaku.
d. Komunikasi Organisasi

Organisasi merupakan sekumpulan atau sistem individual yang melalui suatu hierarki jenjang dan pembagian kerja, yang berupaya untuk mewujudkan atau mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Studi komunikasi organisasi adalah studi mengenai carqa orang memandang objek-objek, juga studi mengenai objek-objek itu sendiri. (Pace&Faules, 2006:3). Yang penting adalah bahwa orang-orang yang berbeda berperialku dengan cara-cara yang berbeda terhadap apa yang mereka anggap objek yang layak diamati, dan perbedaan-perbedaan tersebut adalah berdasarkan pada bagaimana orang-orang berpikir tentang objek-obejek itu. Suatu obejk social adalah sekadar objek yang mempunyai makna bagi suatu kolektivitas atau menuntut tindakan manusia.

Komunikasi organisasi adalah suatu disiplin studi yang dapat mengambil sejumlah arah yang sah dan bermanfaat. (Pace&Faules, 2006:25).

 Redding dan Sabbron mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks. Dan menurut Katz dan Kahn bahwa komunikasi organisasi merupakan arus informasi, pertukaran informasi, pertukaran informasi dan pemindahan arti di dalam suatu organisasi. (Muhammad, 2008:65)
Arus komunikasi yang berlangsung dalam suatu organisasi yaitu arus komunikasi vertical yang mencakup komunikasi dari atas ke bawah dan komunikasi dari bawah ke atas dan aru skomunikasi horizontal. Arus komunikasi vertical yaitu suatu proses pengiriman pesan atau informasi yang berlangsung dari pimpinan kebawahan atau sebaliknya dari bawahan kepada pimpinan. Sedangkan arus komunikasi horizontal merupakan proses pengiriman pesan atau informasi yang berlangsung atar para karyawan atau bagian yang memiliki kedudukan setara.
f.  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi


Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi adalah sebutan yang digunakan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). PPID adalah singkatan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Secara sederhana PPID adalah orang yang ditugaskan menduduki jabatan tertentu yang tugasnya mengelola informasi dan dokumentasi di suatu Badan Publik. Jadi, setiap Badan Publik idealnya memiliki PPID.


Pasal 1 angka 9 UU KIP menjelaskan PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Dari definisi ini terungkap bahwa PPID mengemban tanggung jawab yang tidak mudah. Tugasnya mengemban tata kelola informasi internal, dan membawa citra lembaga ke luar melalui layanan informasi. Baik buruknya pengelolaan laman suatu lembaga negara, misalnya, ada di pundak PPID. Tugas-tugas PPID berkaitan erat dengan pengarsipan, pengelolaan pustaka, dokumentasi kegiatan, dan pelayanan publik. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas PPID bisa ditelusuri dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP. PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam banyak hal mulai dari mengelola semua informasi dari semua satuan kerja di Badan Publik, hingga mengatur cara pelayanan informasi yang baik, cepat, sederhana, dan benar. Kalau ada permohonan informasi pun PPID-lah yang menjadi garda terdepan menanganinya agar tak menimbulkan sengketa informasi publik.

1.5 Tujuan Penelitian


“Tujuan penelitian ialah pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai” (Usman, 2009:30). Pada umumnya tujuan penelitian ialah berisi pernyataan yang berhubungan dengan pencarian solusi permasalahan yang sedang dihadapi. Bertolak dari latar belakang masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui strategi humas Puspen Kemendagri dalam menyosialisasikan Program Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

1.6 Signifikansi Penelitian


Penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.
1. Kegunaan Teoritis


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menghasilkan suatu kajian dari sudut pandang teoritis akademis, memberikan sebuah peran/kontribusi bagi perkembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam bidang Humas.
2. Kegunaan Praktis


Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan strategi Humas Puspen Kemendagri dalam menyosialisasikan Program Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sehingga pelaksanaan strategi humas dapat menjadi cara yang optimal dalam upaya menyosialisasikan PPID serta menjadi referensi pertimbangan penelitian-penelitian yang berikutnya.
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